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bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
pemerintah;

bahwa untuk membaniu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan PLP PAUD DAN DIKMAS
PGRI PROV JAWA BARAT yang beralamat di Sumedang telah
mendirikan TK PGRI SEJAHTERA dengan semua persyanitan pendinan
sudah terpenuhi;

bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b ., dipandang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang
pemberian ljin Operasional kepada TK PGRI SEJAHTERA.
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